LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR  TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang . a. bahwa pajak daerah merupakan satalsumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian daerah;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan merupakan pajak daerah, dan
pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan
Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1988tang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1823);

. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2034);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaiamana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3317);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
42 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-
Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050
Nomor 59);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3696);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3746);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4
Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah; ( Lembaran Daerah Kabupaten
Buton Nomor 4 Tahun 2004 )

16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keungan Daerah Kabupaten Buton (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Nomor 63 Tahun 2009);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
Dan
BUPATI BUTON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK ATAS

TANAH DAN BANGUNAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Butory yan
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakila

10.

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Penmennta
Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Buton.

Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan jatang
Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahaatDae
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala baera
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yangi terd
Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD, PDina
Daerah, Lembaga Tehnis Daerah dan Kecamatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertabtdashg
perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah
konstribusi wajib kepada daerah yang terutang olamg
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarka
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalanaseca
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainBgdan
Usaha Milik Negara

(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pepnsio
persekutuan, yayasan, organisasi masa, organieasl s
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bem@adan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan tb&n
usaha tetap.

Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disi
NPOP adalah besaran nilai / harga objek pajak yang
dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah besaran yéag



merupakan batas tertinggi nilai / harga objek pajakg
tidak dikenakan pajak.

11.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingk&tOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari trangaddsoeli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak patda
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP @aigg

12.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adglak pa
atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.

13.Perolehan atas tanah dan / atau bangunan adalatnafser
atau peristiwva hukum yang mengakibatkan diperolehny
hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orangdpetzu
badan.

14.Hak atas tanah dan / atau bangunan adalah hakaatas,
termasuk pengelolahan, beserta bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang
pertanahan dan bangunan.

15.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yapgtd
dikenakan pajak.

16.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliput
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mepunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

17.Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalen
atau jangka waktu lain
yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah padimg I3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagilwpdjak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajalkgyan
terutang.

18.Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya I(satu
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunaka
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

19.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dihzgda
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, at
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

20.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai mlenga
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

21.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan / atau
pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan qajglk,
dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan katent
peraturan perundang-undangan pajak daerah.

22.Surat Setor Pajak Daerah, yang selanjutnya distrig&&D
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak {elag
dilakukan denga menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melatapat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

23.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyagtiat
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

24.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayarakok
pajak, besarnya sanksi administarsi, dan jumlahkpggng
masih harus dibayar.

25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapk

26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanatny
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidala
kredit pajak.

27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetayzgak



yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari padakpgang
terutang dan seherusnya dibayar.

28.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya daing

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak/dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atauadend

29.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputiesay y

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung datau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
perautran perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak TerhuBamgt
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daera
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah KuraygB
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Kpéeta
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daera
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

30.Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusen at

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak aedjut
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapank Paja
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atawadegh
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib pajak.

31.Putusan Banding adalah putusan badan peradilak giza

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yangkdra
oleh wajib pajak.

32.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yangkditak

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informas
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolelaan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan tapora
laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

33.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghidgiun
mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional Isarétan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / gtaantu
lain dalam rangka melaksanakan ketetentuan peratura
perundang-undangan perpajakn daerah.

34.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan olelyigin
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana dibidangpgkan
daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Nama pajak adalah Pajak Bea Perolehan Hak AtashTdaraBangunan

Pasal 3

(1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bergadalah
perolehan atas tanah dan / atau bangunan.
(2) Perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebaga
dimaksud pada ayat (1) meluputi :
a. pemindahan hak karena :
jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
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9. pelaksanan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;

10.pengabunagan usaha;
11.peleburan usaha,;
12.pemekaran usaha;
13.hadiah.

b. pemberian hak baru karena :
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayatalaha

hak milik;

hak guna usaha;

hak guna bangunan;

hak pakai;

hak milik atas satuan rumah susun; dan
hak pengelolaan.

Pasal 4

~PQo0 T

Objek Pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Maks Tanah dan
Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a.

b.

—

perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkanagedn timbal
balik;

negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan / atduk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

badan atau perwakilan lembaga internasional yangtapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yandiet&ngan
syarat tidak menyerahkan usaha atau melukukan teegiiluar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisesglut;

. orang pribadi atau badan karena konversi hak atarenk

perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubadraa;
orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

orang pribadi atau badan yang digunakan untuk Kkemsm
ibadah.

Pasal 5

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah danuBamgadalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tar@hathu bangunan.

Pasal 6

Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Baagaadalah orang
pribadi atau badan yang memperoleh hak atas taarahatau bangunan.

BAB 11l

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN

PAJAK
Pasal 7

(1) Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tdaah
Bangunan adalah NPOP.
(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
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jual beli adalah harga transaksi ;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adal nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adédah n
pasar;

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah n
pasar;

peralihan hak karena pelaksanan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan da
pelepasan hak adalah nilai pasar;

pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasaadaéh nilai
pasar;

penggabungan usaha adalah nilai pasar;

peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

hadiah adalah nilai pasar; dan / atau



0. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga tkahgang
tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lusaimpai
dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendath HAOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Banguadatphun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang digaledah NJOP
Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku pada saanpatman hak
dan atau pemberian hak baru.

(4) NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimalelalgyat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 60.000@@G8am
puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibasiatvgang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungatuakga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajatdsatau satu
derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, temsisami /
istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.00@i68a ratus
juta rupiah).

Pasal 9

Tarif Bea Perolehan HAk Atas Tanah dan Banguebesar 5% (lima
perseratus).

Pasal 10

Besaran pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan uBangyang
terhutang dihitung dengan cara perkalian dengaif taebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 dengan dasar pengenaan gafsigaimana
dimaksud pasal 7 setelah dikurangi dengan NilaolBkan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalm pasal 8.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yanganeru
dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan / d&anagunan
berada.

2) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

BAB V
MASA PAJAK DAN TERUTANGNYA PAJAK
Pasal 12

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(batan atau
ditetapakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tarall atau
bangunan ditetapkan untuk :

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan di taawuigeini akta;

b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat danmndiati@ngani
akta;

c. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandataagta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditamngani
akta;

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan miziniizm
peralihan haknya ke instansi di bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum laatajah
sejak tanggal dibuat dan ditandatangani;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adafk s
tanggal dibuat dan ditandatangani akta;

h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan penagéag
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan da
pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannyeat s
keputusan pemberian hak;

J. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalak sajggal
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;



k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta;

|. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat damdditangani
akta,;

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta;

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandathagta; dan

0. lelang adalah sejak tanggal dibuat dan ditandataraia.

(3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat ieygmgerolehan
hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
Pasal 13

(1) Setiap pembayar pajak, wajib pajak mengunakan flr@8PD.

(2) SSPD diisi dengan jelas, benar dan lengkap setdéadiitangani
oleh wajib pajak.

(3) SSPD wajib disampaikan/dilaporkan ke Dinas PendapBaerah
atau kepada pejabat yang berwenang selambat-layabgtada
berakhirnya masa pajak.

(4) Jika terjadi kesalahan penulisan pada SSPD, makat dibetulkan

dengan cara Pemindahbukuan (Pbk) melalui permohovejib
pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 14

Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang tergitdan membayar
sendiri dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataegaya pajak,
pejabat yang berwenang dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteratejan
pajak yang terutang kurang dibayar;

2. jika SSPD tidak disampaikan kepada pajabat yang
berwenang dalam jangka waktu masa pajak dan setelah
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada wakt
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. Jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajakgy
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau datagyan
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besadeyman
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dalak ada
kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a anglea lngka 2
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga seb2%ar(dua
perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurdibgyar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama(@4a puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakaksi
administrasi berupa kenaikan 100% (seratus petsgradari jumlah
kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidednakan
jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilagkukindakan
pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang pada SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakamkssa



administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua plina
perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi adinasi berupa
bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihdarigpajak
yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuigka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungalsesaat
terutangnya pajak.

Pasal 16

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan C5SBKPDKB,
SKPDKBT dan SKPDN akan diatur lebih lanjut denga&mauran Kepala
Daerah.

BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yangarig
paling lama pada saat berakhirnya masa pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, surat keputusan pembetusamat
keputusan keberatan dan putusan banding yang medokeat
jumlah pajak yang harus di bayar bertambah/berkuetau nihil
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dildaksn jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggalliiiean.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Kepuatyat (2)
atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi patayayang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadab wagijak

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajakgamen

dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratu) sebulan.
Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SSPD, SKPDKB, SKHDK
surat keputusan pembetulan, surat keputusan kahetah putusan
banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajgpal pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan [zekdas
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayain penagihan
pajak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturarakepaerah.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepagala

Daerah atau pejabat yang berwenang atas suatu:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga lsdas
ketentuan peraturan perundangundangan perpajakashda

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdénta 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan pémoungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jikgib\Rajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak tag@enuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat dilakukan apabila Wajib Pajak tetembayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajidyak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaima
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dant &p tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidektidipangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikaim Kkpala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda peragir surat
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai famktapenerimaan
surat keberatan.



Pasal 21

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang dalaghkgamaktu
paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggahtSKieberatan
diterima, harus memberi keputusan atas keberatam diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang berweiatag
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya ataagiaab
menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada (Ayaelah
lewat dan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenidag
menertibkan suatu keputusan, maka keberatan yaamkén
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandingahkepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai kateya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada dyat (
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiagaste alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sdjaputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusabéwm@tan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejaggal
penerbitan Putusan Banding.

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandkabudkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran k paja
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sel2¥ardua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluhaéniolan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayathii)rdj sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikedousebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupaddesebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkapukusan

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibagelum
mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bandiagksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima pybeinsen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabuk&bagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa diersebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasaatnisan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yand tdibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB I X
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK
Pasal 24

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang ber@dasark
permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurardzmn
keringanan pajak, dalam hal :

a. Terjadi suatu bencana,;

b. Pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajagaite
memperhatikan kemampuan wajib pajak;

c. Usaha pengentasan kemiskinan;

d. Usaha perekonomian masyarakat; dan

e. Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanak giega diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PEMBENTULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

KEPADA WAJIB PAJAK
Pasal 25



(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatankgpala

Daerah atau pejabat yang berwenang dapat membetulka

SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ataaldtesn hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertedé&mdperaturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang meruta
menurut peraturan perundangundangan perpajakaalgaer
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilaf
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajag
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengtndara
yang ditentukan; dan

d. mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau

kondisi tertentu objek pajak.
(3) Tata cara pembentulan, pembatalan, pengurangatapate dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administidiiier lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedsaisav
setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitungaksesaat
terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak kuan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksiadayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa,; ata

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baigsiang
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Pakbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa peaagiihitung
sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagainraa&sdd
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengamdaannya
menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan beldmmasenya
kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimaraksdd
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajpgrmohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohebaratan
oleh Wajib Pajak.

Pasal 27

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi kardrak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus

(2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusamgipéjak
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud paté ay

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudahukedaa
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XlI

KEWAJIBAN DAN SANKSI PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH/NOTARISDAN INSTANSI YANG MEMBIDANGI
PELAYANAN LELANG NEGARA DAN PERTAHANAN DALAM
PEMENUHAN BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN
BANGUNAN

Pasal 28

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapatmdatengani
akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangutedahs®#/ajib
Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala instansi kantor yang membidangi pelayanemdeNegara
hanya dapat menandatangani risalah lelang Peroletsdn atas



Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak mdrkarabukti
pembayaran pajak.
(3) Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bigeertanahan

hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanab at

pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah WRpapk
menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 29

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala nsistgang
membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pateatuakta
atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah danB@ngunan
kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang berwematigg
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dichglksla ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala nsistgang
membidangi pelayanan lelang negara, yang melankgiantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (ay
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebeRar
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)tukn setiap
pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala nsistgang
membidangi pelayanan lelang negara, yang melankgiantuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) di&ersanksi
administratif berupa denda sebesar Rp 250.000,08 i@kus lima
puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

(3) Kepala instansi yang melaksanakan tugas di bidartamahan
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ddaal 28
ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentwatupan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIlII

PEMERIKSAAN
Pasal 31

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan unémguyji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeramdahgka
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakeah.

(2) Wajib Pajak atau pihak-pihak terkait yang diperiksaib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau aatat
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
objek Pajak;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeaaik$¥ajak diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII11
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 32

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Bajskt
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerjarnaute

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Bydit¢tapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif aksdardebih
lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturamungang-
undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS



Pasal 33

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada gdiaksegala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadatgfa Wajib
Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya unarkjalankan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajaicaard

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beijlada
terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala &maeunntuk
membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturamdaerg-
undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksua pgat (1)
dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai atds
saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan okgbal&

Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat
lembaga negara atau instansi Pemerintah yang bangen
melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenaegnberi
izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimakswuth myat (1)
dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayata@3y
memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertdiri atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalarkgpa
pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesngad Hukum
Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daetapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimameakiud pada
ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pgala (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulilen
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayahafis
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugatatkgé® yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atadape yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVI

PENYIDIKAN
Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkund@emerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik kuntu
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pedgean Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum aAcar
Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adadgdbat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan PentatinDaerah

yang

diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuagade

ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada gyad&lah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakaidi
bidang perpajakan Daerah agar keterangan ataualapor
tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindaka
perpajakan Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang girdtau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerabh;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buk
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, sert&uokela
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaa
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah;

menyuruh  berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pewuniks
sedang berlangsung dan memeriksa identitas oramglab
dan/atau dokumen yang dibawa;



h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindanaid
perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Dmaera

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pakgithya

kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Pblegara

Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yaatrddalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydmp&PTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkagu
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggeugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lamupgling
lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling bakyakia) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibhaya

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa@mnPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkagu
melampirkan keterangan yang tidak benar sehinggeugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana pepging
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling bashyaknpat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibhaya

Pasal 36

Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini tidakunditt setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saatdagnya pajak atau

berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian TaRajak atau
berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 37

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepaarah yang
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban meedtaas hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan (ay
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Ysahun dan
pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (ejufzatupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepsarah yang
dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya ataosesy yang
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban

(3) pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32(13ydan ayat
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lamaua)( tahun
dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0Qul(deguta
rupiah).

(4) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana slimhagada
ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengadueng yang
kerahasiaannya dilanggar.

(5) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada aydafilayat (2)
sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentipgaadi
seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karendijadikan
tindak pidana pengaduan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38

Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas danaBangunan di
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahuh tE9f%ang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaramarbldgepublik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan LembargarddeRepublik
Indonesia Nomo 3688) sebagaimana telah di ubahatiddgdang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undanuiguty Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Biaigunan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Norh30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor@88)3sampai
dengan Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Pasal 39

(1) Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pdiagenda
Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada perangkerallayang
melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah selzagaim
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengangb@t
daerah atau lembaga lan terkait.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Ketentuan pelaksanaan untuk Peraturan Daeralakam diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah dan ditetapkan paling lamBa(tiga) bulan
sebelum diberlakukan.

Pasal 41

Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang melalkdadinasi kepada
pejabat pembuat akta tanah/notaris, dan/atau panpinstansi yang
membidangi pelayanan lelang Negara, dan atau panpinstansi yang
melaksanakan tugas di bidang pertanahan, dan/dtak-pihak lain yang
terkait untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42
Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal 1 da2l.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan uselangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalammbdran Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada tanggal 16 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP/TTD

LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
padatanggal 17 Februari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE,M.S
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2011 NOMOR
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON



NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

[. UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daseipunyai
hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri saaru
pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi danektiétas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepadgarakat. Di
saping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian dapeaiu dilakukan
upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pevigah pendapatan asli
daerah , sesuai dengan potensi daerh dan kemamyasyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tgriafak
Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerahah teliberikan
kewenangan lebih luas dalam pengelolaan pajak ldaati@ntaranya
kewenangan terhadap Bea Perolehan Hak Atas TaraBahgunan dari
pajak pusat menjadi pajak daerah Kabuaten/Kota.

Ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 2 Tahui® 200tang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan rmprian bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasastetuan lama yaitu
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BeadPeno Hak Atas
Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah déhgiang-Undang
Nomor 20 Tahun 2000, diberikan batas waktu samgagan paling lama
1 (satu) tahun sejak diberlakukannyUndang-Undangn®o28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,patitng lama sampai
dengan 31 Desember 2010. Sehubungan dengan teduedalam upaya
mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaaa Berolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan oleh daerah, maka PeraturaratbD&&abupaten
Buton tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah danuBamg perlu segera
diterapkan

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai halyangpitedengan
pengelolaan pajak daerah terutama Bea PerolehknAtés Tanah dan
Bangunan, kewajiban dan hak pihak-pihak yang benkidpgan dalam
pemungutan pajak, serta sanksi administratif mawganksi pidana bagi
pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau melanggtentuan dalam
Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan agar dengperalihnya
pengelolaan pajak Bea Perolehan Hak Atas TanahB@smgunan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, pengelgi@debih berdaya
guna, sehingga dapat mendukung visi Pemerintahbopgéden Buton.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup Jeas

Ayat (4)/

Kepala Daerah dalam menetapkan NJOP Pajak Bumi dan
Bangunan berpedoman pada hasil survey yang dilakuka
pada masing-masing wilayah kecamatan dan/atau desa,
nilai pasar dapat ditinjau/dilakukan penyesuaiarddsarkan
perkembangan setiap tahun.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Contoh perhitungan pajak Hak Atas Tanah dan Banguna
Contoh 1:
Wajib pajak ‘A” membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai perolehan obyek pajak
100.000.000,00

Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak
60.000.000,00

Nilai perolehan obyek pajak kena pajak
40.000.000,00

Pajak yang terutang 5% x Rp. 40.000.0000,00
2.000.000,00

Contoh 2 :

Wajib pajak ‘A” membeli tanah dan bangunan dengan :

Nilai perolehan obyek pajak
45.000.000,00

Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak
60.000.000,00

Nilai perolehan obyek pajak kena pajak

Pajak yang terutang 5% x Rp. -
0,00

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

' Rp. -

Rp.

Dalam pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bamg8&8PD
sekaligus sebagai SPTPD. Hal ini dimaksudkan untelwujudkan
pelayanan prima kepada masyarakat, serta meneggkkasip



pajak dihitung dan dibayar
assessment).

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

oleh

wajib pajgkelf

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukp jelas

Pasal 30



Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR



